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PENDAHULUAN

alah satu syarat untuk mencapai kepemerintahan yang baik (good
S governance) yaitu akuntabilitas. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999
mengharuskan setiap instansi untuk menyelenggarakan suatu Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen untuk menyediakan
suatu media pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan teratur. Penyusunan SAKIP
dimulai dengan penyusunan Rencana Stratejik, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja. Rencana Stratejik merupakan perencanaan jangka
menengah yang mencakup kurun waktu lima tahun, dan untuk dapat dilaksanakan dalam
bentuk kegiatan riil tahunan, maka diterjemahkan ke dalam suatu Rencana Kinerja yang
berisi rencana kegiatan, indikator kinerja beserta targetnya. Selanjutnya setelah anggaran
disahkan, maka berdasarkan Rencana Kinerja disusun Penetapan Kinerja yang pada akhir
tahun dinilai pencapaiannya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).
LAKIP Perwakilan BPKP Aceh Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Peraturan
Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
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Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), BPKP diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap
akuntabilitas keuangan negara dan pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah.
Dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tanggal
31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah
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dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKP menyelenggarakan

fungsi:

1.

Perumusan <ebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas
sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan
dari Presiden.

Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas
penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah,
serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian
keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan
usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau
kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintan Daerah serta
akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.

Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset
negara/daerah.

Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan
tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan
pemerintah yang strategis.

Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan
yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga,
audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi
merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan
negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.
Pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama
dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat.

Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem

pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
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11.
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13.
4.

badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan
lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daeran.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan
fungsional auditor.

Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang
pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil
pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian /
Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP.
Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,
ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum,

kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 menugaskan BPKP untuk melakukan pengawasan

dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas

pengeluaran negara/daerah yang meliputi:

1.
2

Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;

Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;

Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;

Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/daerah;

Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman,
ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;

Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah;

Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian
kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi;

Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan

negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif; dan




L. 3 LAPORAN KINERJA

» 2018

9. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan
pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan

Selain itu dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional (PSN) menugaskan BPKP untuk :

1. Meningkatkan pengawasan tatakelola (governance) percepatan pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional

2. Melakukan audit investigatif/ audit tujuan tertentu terhadap kasus penyalahgunaan
wewenang (pelanggaran administratif) dalam percepatan pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional

3. Menghitung jumlah (besaran) kerugian negara dalam hal ditemukan adanya kerugian
negara dalam pelaksanaan audit investigatif/ audit tujuan tertentu terhadap
penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administratif) dalam percepatan
pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

4. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil audit yang dilakukan oleh
APIP pada Kementerian/ Lembaga dalam hal ditemukan adanya kerugian negara.

5. Melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan barang/ jasa tertentu dalam
pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berdasarkan permintaan Menteri/ Kepala
Lembaga atau Komite Percepatan Penyediaan Instruktur Prioritas (KPPIP)

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor

13 Tahun 2014, Perwakilan BPKP mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau
daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negarg;

3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas
permintaan Kepala Daerah; dan

4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) pada wilayah kerjanya;

5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan
keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Aceh menyelenggarakan fungsi:
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13.

14.

Penyiapan rencana dan program;

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;

Pelaksanaan pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan
pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;
Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis
dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;

Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;
Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;

Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD,
dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;

Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya
terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan
pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan
pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas
kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat
kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku
kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara,
badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat
kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan,
dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara
serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian

mutu pengawasan; dan

Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
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Dalam melaksarakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian target

RPJMN Pemerintah, BPKP telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019.
Renstra tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perwakilan BPKP Aceh
Tahun 2015-2019. Renstra Perwakilan BPKP Aceh Tahun 2015-2019 memuat antara lain
program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun
2015 sampai dengan tahun 2019.
Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada program prioritas pembangunan nasional menjadi
perhatian Presiden karena merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan nasional yang akan
menjadi prioritas perhatian BPKP adalah program pembangunan di bidang pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi,
perhubungan, perlindungan sosial dan pariwisata.

Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu pendukung terwujudnya

sasaran pembangunan nasional yaitu, pembangunan tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 adalah memfokuskan pada

peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP,

penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP.

Program-program indikatif atau secara lebih spesifik disebut strategi untuk mewujudkan

visi dan misi, telah ditetapkan sebanyak empat buah strategi (fokus dan sinergis) sebagai

berikut:

1. Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan
program pemerintah dan mendukung penguatan penyelenggaraan SPIP;

2. Pemokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan nasional
bersifat lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019, termasuk di dalamnya menguatkan
sistem pengendalian intern program lintas;

3. Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah; dan

4. Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana korupsi.




